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ABSTRAK 
 
Nama    :  Nurul Wahyuni Aris 
Nim       : 10500113127 
Jurusan :  Ilmu Hukum 
Judul     :  Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi 
Anak Jalanan Oleh Orang Tua Di Kota Makassar 
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor apakah  yang 
mempengaruhi terjadinya tindakan eksploitasi anak jalanan oleh orang tua di kota 
Makassar. (2) Bagaimanakah upaya pemerintah dalam mencegah dan 
menyelesaikan tindakan eksploitasi anak jalanan oleh orang tua di kota Makassar.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif  sehingga 
menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian terletak di kota Makassar, 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada 4 faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya tindakan eksploitasi anak anak jalanan oleh orang tua 
di kota Makassar yaitu : Faktor ekonomi (kemiskinan), faktor lingkungan, dan 
faktor budaya,. (2) Upaya pemerintah dalam mencegah dan meneyelesaikan 
tindakan eksploitasi anak jalanan oleh orang tua di Kota Makassar yaitu : 
Dibuatnya Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 tahun 2008 tentang pembinaan 
anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamaen kota Makassar, yang kedua 
adanya pembinaan bagi orang tua anak jalanan dan yang ketiga pemberian 
jaminan sosial oleh pemerintah melalui dinas sosial. 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan 
pemikiran ilmiah dan menambah pengetahuan baru bagi penyusun, dapat 
memberikan informasi yang bermanfaat mengenai anak jalanan di kota Makassar 
dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.  
Memberikan masukan bagi pemerintah daerah setempat, masyarakat 
umum, dan bagi orang tua memberi kesadaran untuk lebih bertanggung jawab 
dalam memenuhi hak anak, memberikan kasih sayang, dan perlindungan. Dan 
terkhusus bagi anak jalanan diharapkan mereka akan lebih mendapat perhatian, 
kasih sayang dan perlindungan dari orang tua mereka. 
 
 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dari segi sosiologi anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, 
yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. 
Dalam hal ini anak diletakkan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status 
sosial yang lebih rendah daripada masyarakat dilingkungan tempat ia berinteraksi. 
Maka anak dari aspek sosial ini lebih mengarah kepada perlindungan kodrati anak 
itu sendiri. Ini karena adanya batasan-batsan yang dimiliki oleh anak sebagai 
wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Sebagai contoh, terbatasnya 
kemajuan anak karena mereka berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, 
dan proses sosialisasi sebagai akibat daripada umur yang belum dewasa.
1
 
Anak adalah karunia Allah SWT yang harus kita syukuri. Dia merupakan 
penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun 
sudah meninggal. Ia adalah amanah Allah yang harus ditangani secara benar. 
Kahli Gibran menafsirkan anak sebagai “sang busur” yang melesat 
melewati zamannya. Anak-anakmu bukan milikmu, mereka putra-putri 
kehidupan. Pemikiran arif tradisional dikenal pula butir beras yang memberi 
tempat anak sebagai “buah hati sibiran tulang”. Begitu kuatnya dorongan dan 
orientasi orang tua kepada anak, seakan menjadi motivasi orang tua melakukan 
apa saja untuk anak. 
                                                           
1 Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial 
Persepektif Hukum Nasional dan Internasional (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 
2014), h.28. 
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Anak pun seyogianya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan 
negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini 
dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa 
tersebut akan ditentukan. 
Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya 
dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi menumbuhkan anak-anak dalam 
rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak 
meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, politik, 
hankam, maupun aspek hukum. 
Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat 
diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan 
hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai 
kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
2
 
Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. 
Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan 
penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya 
dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 
Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian bagi 
elemen masyarakat, bagimana kedudukan dan hak-hak dalam keluarga. Dan 
bagimana seharusnya anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya. Bahkan juga 
dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakan dalam 
mengayomi anak. 
                                                           
2 M. Nasir Djamil, Anak Tidak Untuk Dihukum (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 
29. 
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Pendidikan menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter seorang 
anak. Layaknya orang dewasa anak-anakpun mempunyai hak, diantaranya hak 
untuk mendapat kesehatan serta hak untuk  mendapat pendidikan dan pengasuhan 
yang layak. Hak anak merupakan bagian dari hak asai manusia.
3
 
Anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kejahatan 
eskploitasi dan kekerasan oleh siapapun. Hak untuk berpartisipasi, hak untuk 
berpendapat bukan hanya gagasan dan ketidaksetujuan. Selain hak, anak juga 
mempunyai kewajiban, kewajiban anak secara umum adalah menghormati orang 
dewasa dan sesamanya, belajar dengan giat. 
Melihat hak dasar secara jelas tentu orang dewasa, anak-anakpun berhak 
untuk menyampaikan pendapatnya, tercantum dalam undang-undang yang ada 
orang tua, anggota masyarakat dan sebagai aparatur negara memenuhi hak anak-
anak. Jika melihat realitasnya sesungguhnya hak dasar anak-anak belum 
sepenuhnya mampu dipenuhi bahkan yang terjadi adalah  pemanfaatan potensi 
anak tanpa memperdulikan kondisi anak. 
Menurut pasal 1 angka (1) Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. “anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada 
dalam kandungan”.  Sementara itu pengertian pekerja berdasarkan ketentuan pasal 
1 angka (3) UU No 13 tahun 2003 adalah : “Setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Oleh karena itu pekerja atau 
buruh adalah seorang yang bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah.  
                                                           
3 Abdul Rahman, Perlindungan Hukum & Pemenuhan Hak Anak Konstitusional Anak 
Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam ( Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Press, 2011), h.11-12. 
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Undang-Undang  No. 13 tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam 
pasal 68 menyatakan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan pasal 
68 tersebut dikecualikan bagi anak berusia 13-15 tahun untuk melakukan 
pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, 
mental dan sosialnya. UU ini juga menegaskan pengusaha yang mempekerjakan 
anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu, izin tertulis dari 
orang tua wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak 
mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan 
kerja yang jelas serta anak menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, 
meski telah ada undang-undang yang melarang anak untuk bekerja di semua 
sektor ekonomi, kebutuhan ekonomi serta kurangnya alternatif seperti sekolah 
terus menyebabkan atau mendorong dipekerjakannya anak-anak.  
Seperti halnya yang terjadi di daerah Hertasning kota Makassar seorang 
anak yang masih di bawah umur di bawah teriknya matahari dan terpaan angin 
melambaikan mengharuskan ia mengkais rejeki dikarenakan faktor ekonomi yang 
melanda keluarganya ia kemudian dieksploitasi oleh ibunya sendiri, ibunya rela 
menyuruh anak kandungnya untuk menjadi joky atau yang biasa disebut dengan 
pak ogah. Namun bukan hanya di derah itu saja masih banyak di daerah-daerah 
lain di kota Makasar. Mulai  dari lampu merah Flyover (jalan Urip Sumoharjo), 
lampu merah Boulevard – Pettarani, lampu merah Boulevard – Adyaksa Baru, 
lampu merah Abd Dg.Sirua – Adyaksa Baru, Adyaksa Pengayoman, Pengayoman 
– Toddopuli Raya, Hertasning – Pettarani, Andi Tonro – Kumala, Ratulangi – 
Kakatua, L Landak – Veteran Selatan, Ratulangi – Lanto Dg Pasewang dan titik 
Lainnya. Dan sampai saat ini Pemkot merinci dari 798 orang diantaranya 257 
Anak Jalanan  yang tersebar di kota Makassar.
4
 
                                                           
4 Koran Online Kompas Makassar (15 Oktober 2016) 
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Sungguh sangat ironis padahal kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak dalam ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 18 telah diatur 
mengenai perlindungana anak dan  hak-hak anak. 
Di antara hak-hak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak tersebut 
adalah :  
1. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara 
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
2. Hak atas sebuah nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan.  
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi 
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang 
tua. 
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh 
orangtuanya sendiri, apabila karena sesuatu hal orang tuannya tidak 
bisa mengasuh sendiri, anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh 
orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5
 
Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi 
sebagaimana tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). Ketentua tersebut 
mengandung arti bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi 
ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu 
pendidkan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spritual, moral, dan 
perkembangan sosial anak. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian 
kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan 
                                                           
5 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, ( Cet. III; 
Bandung: PT Refika Aditama,2014), h. 100. 
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tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara, melainkan diperlukan 
pula kerja sama internasional.
6
 
Namun faktanya dewasa ini kedudukan anak di indonesia sangat rentang 
dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa 
untuk bekerja dalam membantu mencukupi makan untuk menyambung hidup  
sehari-hari sampai saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata secara pasti. 
Pekerjaaan tersebut baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Pekerja anak di 
daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang  pertaniaan, 
perkebunan, perikanan, pertambangan maupun kegiatan ekonomi dilingkungan 
keluarga. Pekerja anak di derah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah 
tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja industri keluarga) maupun 
di jalan seperti penjual koran, penyemir sepatu, pengamen dan pengemis, 
pemulung bahkan sebagai pelacur dan pengedar narkoba. Beberapa diantara 
pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Banyak alasan yang dikemukakan sebagai 
pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Dari berbagai alasan yang 
dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor 
utama yang mendorong keberadaan pekerja anak.
7
 
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis 
mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul : 
Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Jalanan 
Oleh Orang Tua Di Kota Makassar. 
 
                                                           
6 Lis Sutina, Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & 
UU RI No. 35/2014 (Jakarta Selatan: Tim Visi Yustisia, 2016),  h. 159. 
 
7 Abdussalam dkk, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK, 2016), h. 108. 
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A. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari imprementasi atau penafsiran yang keliru oleh pembaca, 
maka penyusun menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut : 
1. Pengertian Sosiologi 
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari sifat dan keadaan pertumbuhan 
masyarakat (kehidupan manusia di masyarakat).
8
 
2. Pengertian Eksploitasi  
Eksploitasi adalah suatu upaya untuk mengambil manfaat atau tindakan 
dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada 
pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa 
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan mentransplantasi 
organ atau jaringan tubuh atau memanfaatakan tenaga atau kemampuan 
seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil 
maupun immateril.(Hukum Pidana)
9
 
3. Pengertian Anak Jalanan 
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum 
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 
adalah demi kepentingannya. 
 Departemen sosial Republik Indonesia (1995) mendefenisikan anak 
jalanaa sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk 
melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah 
atau berkeliaran di jalan dan di tempat-tempat umum lainnya. 
                                                           
8 Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasan Indonesia, Gramedia Pustaka 
Utama, h. 41. 
 
9 M. Marwan dkk,  Kamus Hukum Dictionary Of  Law Complete Edition (Cet. I; 
Surabaya: Reality Publisher, 2009),  h. 190. 
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Berdasarkan pada penjelasan terdahulu tentang anak jalanan, dapat 
disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk 
keuntungan sendiri melalui anak di bawah umur. Dengan kata lain anak-
anak digunakan sebagai media untuk mencari uang atau mempekerjakan 
seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan. Berdasarkan 
defenisi operasional  dan karakteristik jenis Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimana anak jalanan termasuk kedalam 
jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan adalah anak 
yang berusia 5 - < 18 tahun yang sebagian waktunya berada di jalan 
sebagai pedagang asongan, pengemis, pengamen, jualan koran, jasa semir 
sepatu dan mengelap mobil.
10
 
4. Pengertian Orang Tua 
Orang tua adalah ayah atau ibu kandung, atau ayah atau ibu tiri, atau ayah 
atau ibu angkat.
11
 
B. Rumusan Masalah 
Dengan melihat latarbelakang di atas, maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindakan eksploitasi 
anak jalanan oleh orang tua di kota makassar. 
2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam mencegah dan menyelesaikan 
tindakan eksploitasi anak jalanan oleh orang tua di kota makassar. 
C. Kajian Pustaka 
1. Skripsi Isti Rochatun dengan judul “Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai 
Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang” skripsi ini membahas 
mengenai anak sebagai korban eksploitasi yang dijadikan sebagai 
pengemis ditinjau dari beberapa aspek baik normatif dan empiris 
                                                           
10
 Skripsi Hilmi Nasruddin Salla, “Eksploitasi Anak Jalanan: Studi Kasus Anak Jalanan di 
Pantai Losari Kota Makassar,” skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin Makassar (2012), h. 28. 
 
11
 M. Marwan dkk,  Kamus Hukum Dictionary Of  Law Complete Edition (Cet. I; 
Surabaya: Reality Publisher, 2009),  h. 470. 
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2. Buku yang berjudul “Hukum Perlindungan Anak”. Buku ini menjelaskan 
mengenai materi-materi Hukum Perlindungan Anak baik yang berlaku 
dalam hukum nasional maupun yang berlaku dalam hukum internasional. 
3. Buku yang berjudul “Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU 
RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014”. Buku ini lebih mengfokuskan 
kepada penjelasan di dalam Undang-Undang perlindungan Anak beserta 
perubahannya dalam bentuk konsolidasi yang menggabungkan UU No. 23 
Tahun 2001 dan perubahannya, yaitu UU No. 35 Tahun 2014 di tambah 
dengan penjelasan secara singkat, selain daripada itu buku ini juga disertai 
peraturan-peraturan hukum terkait perlindungan anak, diantaranya UU RI 
No. 11 tahun 2012, UU RI No. 54 Tahun 2007, UU Ri No. 40 Tahun 
2011, Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2014, serta Konvensi Hak-Hak 
Anak Yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 
1989. 
4. Buku yang berjudul “Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks 
Komersial Perspektif Hukum Nasioanl dan Internasional.” Buku ini 
menjelaskan mengenai perlindungan anak yang mengfokuskan pada 
perlindungandari seks komersial anak. 
5. Buku yang berjudul “Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam” Buku ini 
menjelaskan mengenai konsep pengasuhan anak dalam keluarga menurut 
pandangan islam yang mana ayah dan ibu mempunyai peran yang sama 
dalam mengasuh anak. 
6. Buku yang berjudul “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak 
Konstitusioanal Anak”  Buku ini membahas mengenai mengenai peranan 
Hukum dalam perlindungan anak serta hak-hak anak bagi anak baik dari 
perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam. 
7. Buku yang berjudul “ Masalah Sosial Anak” Buku ini  menyajikan potret 
buram dan berbagai permasalahan yang dihadapi anak-anak rawan di 
Tanah Air. 
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8. Buku yang berjudul “Anak Bukan Untuk Dihukum” dalam buku ini 
penulis mencoba mengupas dan membahas isu-isu krusial Rancangan 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
9. Buku yang berjudul “Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga” buku yang membahas mengenai 
bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan rumah tangga. 
10. Buku yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dan 
Perempuan” buku yang membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran 
yang kerap terjadi terhadap anak dan perempuan serta kedudukan 
peradilan anak dalam sistem peradilan Indonesia. 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah : 
1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya 
tindakan eksploitasi anak jalanan oleh orang tua di kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah dan 
menyelesaikan tindakan eksploitaisi anak jalanan oleh orang tua di kota 
Makassar. 
Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 
A. Manfaat praktis  
1. Diharapkan dapat memberikan saran bagi Pemerintah khususnya dinas 
sosial sebagai acuan pengambilan keputusan terutama dalam 
menangani berbagai permasalahan sosial anak yang pada umumnya 
mereka memerlukan perlindungan dan perhatian. 
2. Bagi anak akan mendapat perhatian yang lebih dari orang tua, karena 
orang tua mereka sadar tentang pentingnya hak anak dan memberikan 
perlindungan dan kasih sayang. 
B. Manfaat teoritis  
Diharapkan dapat memberikan informasih yang bermanfaat mengenai 
tindakan eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua di kota 
Makassar. 
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  BAB II 
Tinjauan Teoritis 
A. Tinjauan Tentang Anak Jalanan 
1. Pengertian Anak  
Pengertian anak menurut pasal 34 UUD 1945 ―Orang miskin dan anak 
terlantar dipelihara oleh negara‖. Hal ini mengandung pengertian bahwa anak 
adalah subjek hukum yang harus dilindungi, dipelihara dan diberdayakan untuk 
mencapai kesejahteraan. 
Pengertian anak menurut konvensi Hak Anak (CRC), defenisi anak yang 
digunakan dalam Convention on The Right of The Child (CRC) adalah defenisi 
menurut Konvensi ILO Nomor 182, yang menyatakan bahwa anak ialah merek 
yang berumur 18 tahun. Dalam CRC pasal 1 menyebutkan, anak ialah setiap 
orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut hukum yang 
berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa dicapai lebih awal.
1
 
Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa : ―Anak adalah seorang yang belum 
berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan‖.2 Dalam pasal 1 
angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan 
Pidana, menjelaskan anak adalah ―Anak yang telah berumur 12 
                                                           
1 Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial 
Perspektif Hukum Nasional dan Internasional (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 
2014), h. 28. 
2 Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di 
duga melakukan tindak pidana.
3
 
Anak menurut KUHPidana lebih  diutamakan pada pemahaman terhadap 
hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat mempunyai substansi yang 
lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang 
dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang 
subjek hukum yang normal. Jika dilihat pada pasal 45 maka anak diberikan 
sebagai orang yang belum dewasa, yaitu apabila belum berumur 16 tahun. Oleh 
karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana maka pengadilan 
dapat memerintahkan supaya anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, 
walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau 
memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan 
suatu hukuman. Dengan demikian KUHPidana telah memberikan perlindungan 
terhadap anak yang kehilangan kemerdekaan, karena mereka dipandang subjek 
hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga meski tetap dilindungi 
segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khas yang diberikan 
oleh negara atau pemerintah.
4
 
Pengertian anak tidak disebutkan dalam KUHPidana namun secara jelas 
usia dewasa dalam KUHperdata diatur dalam pasal 330 KUHperdata yaitu : 
―Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu 
                                                           
3 Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  Sistem Peradilan 
Pidana Anak. 
4
 Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial 
Perspektif Hukum Nasional dan Internasional (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 
2014), h. 32-33. 
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tahun, dan lebih dahulu telah kawin‖. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum 
umur mereka 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum 
dewasa.
5
 
Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 
Kesejahteraan Anak, menjelaskan bahwa : ―Anak adalah seseorang yang belum 
berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin‖.6 
Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa : ―Anak adalah manusia yang berumur di 
bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
apabila hal tersebut demi kepentingannya‖.7 
Kementerian Sosial Republik Indonesia (2016-2017) mendefenisikan anak 
jalanan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan hidup sehari-hari dijalanan baik untuk mencari 
nafkah atau berkeliaran dijalan dan tempat-tempat umum lainnya. Berdasarkan 
pada penjelasan terdahulu tentang anak jalanan, dapat disimpulkan bahwa 
eksploitasi anak adalah pemanfaatan keuntungan sendiri melalui anak di bawah 
umur. Dengan kata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang 
atau mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan. 
Berdasarkan defenisi operasional dan karakteristik jenis Penyandang Masalah 
                                                           
5 Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. 
6 Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 
7 Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
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Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimana anak jalanan adalah anak yang termasuk 
kedalam jenis penyandang masalah termasuk kedalam jenis penyandang masalah 
kesejahteraan sosial, anak jalanan adalah anak yang berusia 5 - < 18 tahun yang 
sebagian waktunya berada di jalanan sebagai pedagang asongan, pengemis, 
pengamen, jualan koran, jasa semir sepatu dan mengelap mobil.
8
 
2. Pengertian Anak Jalanan 
Anak jalanan, tekyan, arek kere, anak gelandangan, atau kadang disebut 
juga secara eufemistis sebagai anak mandiri –-usulan Rano Karno tatkala ia 
menjabat sebagai Duta Besar UNICEF—, sesungguhnya mereka adalah anak-
anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena 
kebanyakan dalam usia relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan 
kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, 
sering terjadi, anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara 
sosial kurang atau bahakan tidak dapat diterima masyarakat umum sekedar untuk 
menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak 
jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota 
menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau pengangguran bukan lagi hal 
yang mengagetkan mereka. 
Marginal, rentan dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat 
untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena 
                                                           
8
 Skripsi Hilmi Nasruddin Salla, ―Eksploitasi Anak Jalanan: Studi Kasus Anak Jalanan di 
Pantai Losari Kota Makassar,‖ skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin Makassar (2012), h. 28. 
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mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang 
dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. 
Rentan karena resiko yang harus ditanngung akibat jam kerja yang sangat panjang 
benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun disebut 
eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar (bargaining 
position) yang sangat lemah, tersubordinasi, dan cenderung menjadi objek 
perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak 
bertanggung jawab.  
Sebagai bagian dari pekerja anak (child labour), anak jalanan sendiri 
sebnarnya bukanlah kelompok yang homogen. Mereka cukup beragam, dan dapat 
dibedakan atas dasar pekerjaanya, hubungannya dengan orang tua atau orang 
dewasa terdekat, waktu dan jenis kegiatannya di jalanan, serta jenis kelaminnya. 
3. Jenis-jenis Anak Jalanan 
Berdasarkan hasil kajian dilapangan, secara garis besar anak jalanan 
dibedakan dalam tiga kelompok. 
Pertama, children on the street, yakni anak-anak yang mempunyai 
kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai 
hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di 
jalanan diberikan kepada orang tuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini 
adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena 
beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan 
sendiri oleh kedua orang tuanya. 
Kedua, children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di 
jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih 
16 
 
 
 
mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka 
tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu 
sebab biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan 
salah, baik secara sosial-emosional, fisik maupun seksual. 
Ketiga, children from families of the street, yakni anak-anak yang berasal 
dari keluarga yang hidip di jalanan. Walaupun anak-anak ini memunyai hubungan 
kekelurgaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu 
tempat ke tempat yang lain dengan segala risikonya  Salah satu ciri penting dari 
kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi 
bahkan sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah 
ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api, 
dan sebagainya walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti. 
9
  
4. Ciri-Ciri Anak Jalanan 
a. Berada di tempat umum (Jalanan, Pasar, Pertokoan, Tempat Hiburan) 
selama 6-24 jam perhari 
b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali 
yang hanya lulus SD) 
c. Berasal dari keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, dan 
beberapa tidak jelas keluarganya) 
                                                           
9 Bagon Suyanto, Masalah Sosial Anak (Cet. II; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 
2013), h. 199-201. 
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d. Melakukan aktivitas ekonomi/melakukan pekerjaan pada sektor 
informal.
10
 
5. Masalah Yang Dihadapi Anak Jalanan 
Salah satu hak anak, tak terkecuali anak jalanan, sebenarnya adalah untuk 
menikmati pendidikan, tetapi kelangsungan pendidikan anak-anak jalanan yang 
ada di Indonesia sangatlah memprihatinkan dari data survei yang ada ditemukan 
bahwa anak jalanan belum pernah bersekolah dan sudah tidak sekolah lagi 
sementara umurnya masi di bawah 18 tahun tentu merupakan fenomena yang 
bertolak belakang dengan kemudahan yang diberikan pemerintah selama masa 
krisis. Apalagi dilihat dari hak anak untuk memperoleh pendidikan. Asumsinya 
kemudahan yang diberikan pemerintah itu menjadi sarana untuk semakin 
memperkecil jumlah anak-anak yang tidak dapat menikmati pendidikan terutama 
tingkat dasar. Tetapi kenyataanya berbicara lain, khususnya dikalangan anak 
jalanan di Indonesia. 
Kebanyakan anak jalanan bekerja lebih dari 8 jam per hari, bahkan 
sebagian diantaranya lebih dari 11 jam per hari. Anak-anak yang bekerja terlalu 
berat ini sudah tentu membutuhkan perhatian khusus. Seorang anak yang jalanan 
yang bekerja sebagai pengamen atau pengemis, misalnya sejak pagi ia sudah 
berada di jalan dan biasanya baru kembali ketempatnya berteduh entah di emperan 
toko, gubuk liar, di taman-taman kota, di kolong jembatan atau tempat yang lain 
ketika malam mulai larut. Kendati penghasilan yang diperoleh anak jalanan itu 
                                                           
10 Skripsi Isti Rochatun, ―Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan 
Simpang Lima Semarang,‖  Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2011), h. 
21. 
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cukup besar sekitar 10 ribu sehari, bahkan mungkin lebih namun dibandingkan 
ancaman dan bahaya yang dihadapi, sesungguhnya besar uang diperoleh tidaklah 
dapat dijadikan pembenar bagi mereka untuk tetap hidup di jalanan.  
Anak-anak hidup di jalanan mereka bukan saja rawan dari ancaman 
tertabrak kendraan, tetapi acap kali juga rentan terhadap serangan penyakit akibat 
cuaca yang tidak bersahabat atau kondisi lingkungan yang buruk seperti tempat 
pembuangan sampah. Sekitar 90% lebih anak jalanan biasanya sudah lazim 
terkena penyakit pusing-pusing, batuk pilek, dan sesak napas. Ironisnya, 
meskipun sebagian besar anak jalanan acap kali terserang penyakit, tetapi hanya 
sedikit yang tersentuh pelayanan kesehatan.  
Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang memang anak jalanan mampu 
membeli makanan dari warung nasi atau memperoleh pemberian dari orang-orang 
yang tersentuh melihat penderitaan mereka. Namun, tidak jarang terjadi anak-anak 
jalanan itu terpaksa makan makanan sisa dari tempat sampah yang dari segi 
kesehatan tentu jauh dari memadai untuk dapat dikatakan layak. 
Menurut Kirik Ertanto awalnya anak jalanan tidak langsung masuk dan 
terjun begitu saja di jalanan. Mereka biasanya mengalami proses belajar yang 
bertahap. Mula-mula mereka lari dari rumah, sehari sampai seminggu kembali 
selama setahun dua tahun. Setelah di jalanan, proses tahap kedua yang mesti 
dilalui anak jalanan adalah inisiasi. Biasanya untuk anak-anak jalanan yang masih 
baru mereka akan menjadi objek pengompasan anak jalanan yang lebih dewasa. 
Barang-barang mereka yang relatif masih bagus akan diambil secara paksa. Selain 
itu, mereka juga akan dipukuli oleh teman sesama anak jalanan yang telah lebih 
dahulu hidup di jalanan.  
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Sejumlah studi menemukan, anak-anak jalanan yang kecil biasanya sering 
―dipalak‖ oleh anak yang sudah besar. Selain itu, para preman disekitarnya juga 
tak segan merampas barang dagangan atau meminta uang. Di kalangan anak 
jalanan yang bekerja sebagai pengamen, misalnya, mereka biasanya diatur oleh 
seorang preman di jurusan mana mereka dibolehkan bekerja, dan jurusan mana 
pula yang tidak dibolehkan. Anak-anak jalanan yang bekerja sebagai pedagang 
koran, terkadang juga tidak luput sebagi objek pengompasan preman. 
Selain preman orang-orang yang tak dikenal yang tidak mustahil berasal 
dari kalangan terpelajr atau masyrakat biasa acap kali juga ikut memanfaatkan 
anak-anak jalanan sebagi korban pelampiasan nafsu seksual mereka yang 
menyimpang. Kasus anak jalanan yang menjadi korban sodomi tidaklah hanya 
sekali dua kali terjadi, melainkan sudah berkali-berkali. Bahkan, kalau mau jujur 
banyak diantaranya merupakan kasus dark number. Intimidasi adalah peristiwa 
yang menjadi ―makanan sehari-hari‖ anak jalanan. Dalam beberapa kasus dan 
kesempatan, memang anak-anak jalanan itu  akan mapu mengembangkan 
mekanisme survival-nya tersendiri guna menghindari intimidasi dan ancaman 
kekerasan. Tetapi, sering terjadi mererka terpaksa harus menahan diri dan 
bersikap pasrah terhadap ancaman kekerasan yang dialaminya. 
Di kalangan anak-anak yang hidup di jalanan, memang kisah-kisah yang 
menyedihkan dan terkadang menguras air mata adalah hal yang biasa terjadi 
sehari-hari. Eksploitasi dan ancaman kekerasan merupakan dua hal yang 
terkadang sekaligus dialamai dan terpaksa dirasakan anak jalanan (Kompas, 23 
Juli 1997). Sudah lazim dialami, mereka ditipu teman sendiri, dicaci maki oleh 
anak sebaya yang lebih kaya, dituduh mencuri, disodomi oleh orang dewasa, atau 
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temannya yang lebih besar, dipukuli, dan dissetrika oleh petugas, atau dirampas 
barang dagangannya secara paksa, baik oleh tibum ataupun preman. Sudah biasa 
terjadi, anak jalanan yang tertangkap oleh petugas, mereka dibotaki, dipukuli, dan 
kalau perlu ditahan di kantor polisi. 
 
Studi yang dilakukan oleh Hadi Utomo menemukan, bahwa anak-anak 
jalanan cenderung rawan terjerumus dalam tindakan yang salah. Salah satu 
perilaku menyimpang yang populer dikalangan anak-anak jalanan adalah ngelem 
yang secara harfiah memang berati mengisap lem. Diperkirakan sekitar 65-70% 
anak yang seharian hidup dan mencari nafkah di jalanan menggunakan zat ini. 
Beberapa jenis lem Aica-Aibon. U-hu dan sejenisnya cat dan pembersih kuku 
(acetone), zat yang mudah menguat, baik itu tinner, trichlorethylene, ether, 
spirtus, atau benzone, adalah zat-zat yang biasa dihisap oleh anak-anak jalanan 
untuk melupakan penderitaan mereka : seolah dengan itu mereka telah merasa 
memperoleh pengganti narkotika. Pada tingkat yang parah, seorang anak jalanan 
dapat menghabiskan sampai 7 kaleng lem kecil perhari. Selain itu, untuk 
membunuh rasa kesepian. 
Perilaku atau gaya hidup anak tak kalah merisaukan adalah, mereka 
umumnya sudah aktif secara seksual dalam usia yang terlalu dini, sehingga resiko 
kehamilan pada anak perempuan dan penularan PMS (penyakit menular seksual) 
sangat tinggi, terutama karena mereka cenderung berganti-ganti pasangan. 
Ketidaktauhuan dan keyakinan terhadap mitos-mitos yang tidak benar tentang 
kehamilan, PMS, dan HIV/AIDS membuat banyak anak jalanan sering kali 
kurang menyadri risiko dari tindakan yang mereka perbuat. Di mata mereka 
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kehamilan akan bisa dicegah dengan minuman keras atau dibasuh cola-cola, dan 
bahwa gejala PMS dapat diobati hanya dengan pelbagi obat-obatan yang tersedia 
di waring atau toko obat pinggir jalan.  
Untuk menangani permasalahan anak jalanan harus diakui bukanlah hal 
yang mudah. Selama ini, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan baik oleh 
LSM, pemerintah, organisasi profesi, dan sosial maupun orang perorang untuk 
membantu anak jalanan keluar atau paling tidak sedikit mengurangi penderitaan 
mereka. Namun, karena semuanya dilakukan secara temporer, segmenter, dan 
terpisah, maka hasilnya pun menjadi kurang maksimal.
11
 
6. Hak – Hak Anak Dan Kewajiban Anak 
Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa 
depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan 
dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah 
kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat 
menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. 
Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita 
mengetahui hak- hak anak dan kewajiban anak. 
1. Hak – Hak Anak 
Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang 
khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan 
kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitarmempunyai pengaruh yang 
cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, 
                                                           
11 Bagon Suyanto, Masalah Sosial Anak (Cet. II; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 
2013), h. 205-213. 
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pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya 
sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.
12
 
Perlindungan anak yang tertuang dalam pasal 13 ayat 1 UUPA No. 23 
Tahun 2002 ―Bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, pihak lain, 
maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan 
dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, 
penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan 
salah lainnya‖. Dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah 
disebutkan anak-anak juga mendapatkan jaminan perlindungan antara lain : 
1. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk 
kekerasanfisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan 
pelecehan seksual selama dalam pengasushan orang tua atau wali. 
2. Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan sengketa 
bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung 
unsur kekerasan. 
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi 
ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga 
dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan 
sosial dan mental spritual. 
4. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan 
pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak, serta berbagai 
bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya. 
5. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau 
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
13
 
                                                           
12 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum: (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 
h. 11. 
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Selain jaminan perlindungan yang diberikan oleh anak, di dalam Konvensi 
Hak anak (CRC) juga merinci sebanyak 31 hak anak, 10 diataranya ialah :  
a. Hak untuk hidup. 
b. Hak untuk mendapatkan nama. 
c. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. 
d. Hak untuk mendapatkan identitas diri. 
e. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak. 
f. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi. 
g. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik 
bersenjata. 
h. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami 
eksploitasi sebagai pekerja anak. 
i. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami 
eksploitasi sebagai anak jalanan. 
Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi 
dalam penyalahgunaan obat-obatan.
14
 
2. Kewajiban Anak 
Selain berbicara mengenai hak – hak anak, maka tidak afdhal rasanya 
apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban 
adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib 
diamalkan, keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak 
melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan 
melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat ―anak 
                                                                                                                                                                
13 Skripsi Isti Rochatun, ―Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan 
Simpang Lima Semarang,‖  Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2011), h. 
11 – 12. 
14
 Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial 
Perspektif Hukum Nasional dan Internasional (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 
2014), h. 72-74. 
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yang baik‖. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan 
melakukan kewajiban-kewajibannya.  
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima 
hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain  : 
a. Menghormati orang tua, wali, dan guru; 
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 
Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari 
segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang 
anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. 
Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi:  
 َمَّهَس َو َهيهَع هللٌّ ا يَّهَص ّاللٌّ ُل ْوُس َر َِمـُس َل َاق ُهْنَع هاللٌّ َيِض َر ٍَسن َا ُثْي ِدَح
 ُك ا َرْش ِلإ ْا : ِرِء َابَكْن ا ِنَع ا ُةَد اَحَش َو ِسَْفنَّن ا ُمَْتق َو ِنْي َِدن ا َون ْا ُق ُْوقُع َو ِّللٌّ ِاب
 )ةد احش ا ب تك ف ى ر اجبنا هج رخا( . ِرْو ُّزن 
Artinya :  
Hadist Anas r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw., pernah ditanya tentang dosa 
besar. Beliau bersabda: ―(dosa besar yaitu) menyekutukan Allah, menyakiti kedua 
orang tua,, membunuh jiwa, dan sumpah palsu‖.15 
(Ditakhriij oleh al-Bukhari dalam kitab syahadah). 
Sesuai dengan Hadist diatas dikatakan bahwa salah satu dosa besar selain 
dari menyekutukan Allah ialah menyakiti kedua orang tua atau durhaka kepada 
                                                           
15
 Ditakbriij oleh al-Bukhari dalam kitab syahadah. Lihat, Oneng Nurul Bariyah, 
Materi Hadist ( Cet I; Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 76.  
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orang tua. Allah SWT menyuruh setiap orang yang beriman agar selalu 
menghormati orang tua. Sikap lemah lembut hendaknya dilakukan pada saat 
bergaul bersama mereka. Perkataan yang baik akan menjadikan susana rumah 
tentram. Allah memberikan petunjuk kepada setiap muslim agar bertutur kata 
yang baik kepada orang tua dan menghormati keduanya. Hal ini tercermin dalam 
al-Quran surat Lukman yang berbunyi : 
Allah berfirman dalam QS. Lukman / 31 : 14 
                             
        
Terjemahan : 
―Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu-
bapak; ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, 
dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan dan kepada dua 
orang ibu-bapakmu, hanya kepada Ku-lah kembalimu‖.16 
Pada ayat di atas, Allah menyuruh manusia agar berbuat baik kepada 
kedua orang tua dimana keduanya telah memelihara anak tanpa kenal lelah. 
Seorang ibu yang dengan penuh kesabaran mengandung anak terus menyusuinya 
hinga 2 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Suka dan duka orang tua dalam 
memelihara anak, tidak akan terbalaskan dengan nilai materi. Tidak ada orang tua 
yang menuntut balas jasa atau uang atas jasa mereka memelhara anak. Sudah 
merupakan suatu kewajiban seorang anak untuk menghormati keduanya serat 
memelihara mereka apabila mereka telah lanjut usia.
17
 
                                                           
16 Kementerian Agama RI., Al – Quran dan Terjemahannya (Jakarta: PT S inergi Pustaka 
Indonesia , 2012), h. .451. 
17 Oneng Nurul Bariyah, Materi Hadist (Cet I; Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 79-80. 
26 
 
 
 
Selain kewajiban kepada kedua orang tua anak juga wajib untuk 
menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan 
kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula anak wajib mencintai dan 
menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, 
saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan 
ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup 
bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Di dalam memenuhi keperluan sehari-hari 
orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan  bantuan tetangga. Demikian 
pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat 
yang tolong menolong. Oleh karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai 
masyarakat/tetangga dan teman-temannya. 
Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tingal 
dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil 
bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta 
membela kehormatan tanah air kita. Semua orang sebangsa dengan kita adalah 
warga masyarakat dengan bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan 
berkorban untuk kemuliaan tanah air, hidup bersama senasib sepenanggungan. 
Hal-hal ini, menurut Setya Wahyudi yang menjadikan semua untuk wajib 
mencintai tanah ai, bangsa dan negara. Anak wajib melakukan ibadah sesuai 
dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak terlepas dari tuntuttan orang tua atau 
guru yang memberikan pengajaran agama. 
Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud ke-
salihan sosial yang membuat hubungan antara anak dengan anak, antar anak 
dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak 
ialah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan 
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sukarela, tindakan yang benar atau salah. Melalui pembelajaran dan kewajiban 
beretika dan berakhlak mulia, diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi 
bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi 
terhadap sesama orang indonesia. Dengan demikian diharapkan anak menjadi 
pribadi yang positif akan berguna bagi perbaikan bangsa dan negara.
18
 
Tidak hanya dalam perspektif Hukum Positif saja dijelaskan mengenai 
perlindungan terhadap anak, namun jauh sebelum itu al-Quran telah lebih dulu 
menjelaskan perlindungan anak. Dalam peran agam sangat diperlukan mengenai 
Perlindungan Anak di Indonesia, anak menjadi salah satu kepedulian dalam 
agama. Dalam islam misalnya, al-Quran telah menyuratkan dan mengajarkan 
bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh 
anak sendiri dalam keadaan apapun apalagi karena takut sengsara. 
Allah berfirman dalam QS. Al-Isra‘/ 17 : 31 
                                
    
Terjemahan :  
―Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 
Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. 
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar‖.19  
 
 
                                                           
18 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 
h. 21-24. 
19 Kementerian Agama RI., Al – Quran dan Terjemahannya (Jakarta: PT S inergi Pustaka 
Indonesia , 2012), h. 388. 
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Dan Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa / 4 : 9 
                          
         
Terjemahan : 
―Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa  kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar‖.20 
Ayat di atas menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari 
Allah Swt. Karena itu hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam 
keadaan berkecukupan agar anak dikemudian hari (setelah ditinggal mati orang 
tuanya) tidak menjadi peminta-minta.  
Esensi ayat di atas adalah semangat menegakkan keadilan dan 
perlindungan terhadap anak. Sebagai bagian dari generasi muda, anak yang 
merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumberdaya manusia bagi 
pembangunan nasional, terkadaang melakukan penyimpangan perilaku bahkan 
melakukan tindak pidana kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. 
Selain itu terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai 
kesempatan memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial. Karena 
keadaan diri yang tidak mapan tersebut maka baik sengaja maupun tidak sengaja 
seorang anak sering melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma 
yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik norma sosial, norma agama, maupun 
                                                           
20
 Kementerian Agama RI., Al – Quran dan Terjemahannya (Jakarta: PT S inergi Pustaka 
Indonesia , 2012), h. 205 . 
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norma hukum. Penyimpangan tingkah laku yang terkadang mengarah kepada 
perbuatan melanggar hukum tentu saja dapat merugikan diri maupun 
masyarakatnya .21  
B. Tinjauan Tentang Eksploitasi 
1. Pengertian Eksploitasi 
Meskipun tidak dijelaskan secara umum mengenai eksploitasi namun 
dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan penjelasan 
mengenai anak yang dieksploitasi secara ekonomi, yaitu : 
Yang dimaksud dengan ―Dieksploitasi secara ekonomi‖ adalah tindakan 
dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi 
tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik 
serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi 
organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak 
oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil‖.22 
2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak 
Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang – Undang 
Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai 
pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak adalah : 
                                                           
21 Abdul Rahman, Perlindungan Hukum & Pemenuhan Hak Konstitusional Anak 
(Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam (Alauddin University Press), h. 
9-10. 
22 Pasal 66 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014. 
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a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti 
penjualan dan perdaganagn anak, kerja ijon (debt bondage) dan 
penghambatan (serfdom) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk 
pergerakan anak secara paksa atau wajib kerja, termasuk pergerakan 
anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik 
bersenjata. 
b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk 
produksi pornografi, atau untuk pertunjukan – pertunjukan porno. 
c. Pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan 
terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat – obatan 
sebagaiamana diatur dalam perjanjian internaional yang relevan. 
d. Pekerjaaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan 
dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak – anak. 
Pengertian bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak – anak menurut 
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut di atas di Indonesia secara 
umum meliputi anak – anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang 
antara lain dalam bentuk : 
a. Anak – anak yang dilacurkan. 
b. Anak – anak yang bekerja dipertambangan. 
c. Anak – anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara. 
d. Anak – anak yang bekerja di sektor konstruksi. 
e. Anak – anak yang bekerja di jermal. 
f. Anak – anak yang bekerja sebagai pemulung sampah. 
g. Anak – anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang 
menggunakan bahan-bahan peledak. 
h. Anak – anak yang bekerja di jalan. 
i. Anak – anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. 
j. Anak – anak yang bekerja di perkebunan. 
k. Anak – anak yang bekerja pada industri rumah tangga. 
31 
 
 
 
l. Anak – anak yang bekerja pada penerbangan, pegolahan dan 
pengangkutan kayu. 
m. Anak –anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang 
menggunakan bahan kimia yang berbahaya.
23
 
C. Tinjauan Tentang Orang Tua 
 1. Pengertian Orang Tua 
 Orang tua merupakan pimpinan dalam suatu rumah tangga atau keluarga 
dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu dimasa yang akan 
datang. Di dalam buku kamus bahasa indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah 
―Ayah Ibu kandung (orang – orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai 
ahli dan sebagainya). Orang yang dihormati di kampung‖. 
Orang tua yang dimaksudkan di sini adalah ayah dan ibu kandung, ayah 
yang mencarikan nafkah guna memenuhi segala kebutuhan keluarga, kemudian si 
Ibu adalah merupakan pendamping si Ayah yang bertugas memelihara suasana 
rumah tangga, yang mengatur kehidupan rumah tangga terutama anak – anak. 
Kebutuhan – kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan jasmani seperti kebutuhan 
makanan, minuman, pakaian, rumah, kesehatan dan sebagainya. Sedangkan 
kebutuhan rohani seperti kasih sayang, rasa sayang, rasa bebas, rasa harga diri, 
dan sebagainya. 
Setiap anak adalah anugrah dan amanah Allah yang diberikan kepada 
orang tua oleh karena kedua orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab 
                                                           
23 Abdussalam dkk, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK, 2016), h. 112-114. 
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yang besar terhadap anak – anaknya. Baik itu di dunia maupun di akhirat. 
Tanggung jawab yang perlu didasarkan dan dibina kedua orang tua terhadap anak 
dengan membina terus menerus, memelihara dan membesarkannya, melindungi 
dan menjamin kesehatannya, mendidiknya dengan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan, membahagiakan anak di dunia dan di akhirat dengan memberikan 
pendidikan agama, bila hal ini dapat dilakukan oleh setiap orang tua, maka 
generasi mendatang mempunyai kekuatan mental menghadapi perubahan dalam 
masyarakat. 
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua 
Orang tua adalah orang – orang yang mempunyai tugas untuk 
mendefenisikan apa yang baik dan apa yang dianggap buruk. Sehingga anak akan 
merasa baik bila tingkah lakunya sesuai dengan norma tingkah laku yang diterima 
di masyarakat.  
Orang tua mempunyai tugas yang paling berat di dalam mengawasi atau 
memperhatikan belajar anak di rumah sebab waktu terbanyak bagi anak berada di 
rumah dekat dengan orang tuanya dan hanya sebagian waktu saja anak berada di 
rumah saja anak berada di sekolah berada dalam pengawasan gurunya dan selain 
itu semua menjadi tanggungjawab orang tua. 
Perlu diketahui bahwa orang tua memiliki tugas dan kewajiban yang 
istimewa dalam keluarga, bila kewajiban itu dilalaikan akan mempunyai dampak 
negatif dan diakhirnya menjadi patal sama sekali dan mengakibatkan terjerumus 
dalam kehancuran.
24
 
                                                           
24 Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (Cet; I Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 46. 
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Dalam Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dijelaskan mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak. Dalam pasal 45 
sampai dengan 49 menjelaskan sebagai berikut : 
1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka 
sebaik – baiknya.  
2. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka 
yang baik.  
3. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, 
orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu 
memerlukan bantuan. 
4. Anak yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 
tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.  
5. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbutan hukum di 
dalam dan di luar Pengadilan. 
6. Orang tua diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan 
barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, 
kecuali apabila kepentingan menghendaki.
25
 
Pasal 9 Undang- Undan Nomor 4 Tahun 1979 menentukan orang tua 
adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan 
anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 10 orang tua yang terbukti 
melalaikan tanggungjawabnya sebagimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga 
mengakibatkan timbulnya hambatan dalam dalam pertumbuhan dan 
perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap 
                                                           
25 Pasal 45-48 Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. (2) pencabutan 
kuasa asuh dalam Ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orangtua yang 
bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, 
pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa 
asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim. (4) Pelaksanaan ketentuan 
Ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak 
Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, BAB II mengatur tentang Tanggung 
Jawab, dimana dalam Pasal 2 menyatakan, (1) Usaha kesejahteraan anak pertama-
tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua.
26
 
Berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak, dikemukakan 
dalam hadist Rasulullah shallallaahu ‗alaihi wa sallam yang artinya : 
 ―Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang 
dipimpinnya. Apakah ia pelihara ataukah ia sia-siakan, hingga seseorang ditanya 
tentang keluarganya‖. 
Makna dari hadis diatas ialah seorang suami memiliki tanggung jawab 
yang besar kepada istri dan anaknya yakni berusaha dengan sungguh-sungguh 
untuk menjadi suami serta orang tua yang shalih, dengan mengkaji ilmu-ilmu 
agama, memahaminya serta mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah 
swt dan Rasul-Nya, serta menjauhkan diri dari setiap yang dilarang oleh  Allah 
swt dan Rasul-Nya. Kemudian dia mengajak dan membimbing sang isteri untuk 
berbuat demikian juga, sehingga anak-anaknya akan meneladani kedua orang 
                                                           
26 Mohammad Taufik Makaro dkk, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 44-45. 
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tuanya karena tabiat anak memang cenderung untuk meniru apa-apa yang ada di 
sekitarnya. 
D. Dasar Hukum Perlindungan Anak 
1. Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Anak adalah amanah sekalugus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, dan martabat dan 
hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan 
bagian dari hak asasi manusia yang termuat dala Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan 
berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus 
cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 
dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 
kekerasa dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasa. 
Meskipun Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan 
tanggungjawab orang tua,keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk 
memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang 
mengenai perlindungan anak sebagi landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban 
dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang di 
dasarkan pada pertimbanagn bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya 
merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam 
memajukan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.  
Orang tua, keluarga, dan masyarkat bertanggungjawab untuk menjaga dan 
memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh 
hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, 
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terutama dalam menjami npertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan 
terarah.  
Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaiana kegiatan 
yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. 
Rangkaiana kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. 
Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang 
diharapakan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki 
nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta 
berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.  
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak 
dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. 
Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 
komprenshif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan 
perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut: 
a. Nondiskriminasi 
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak 
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.27 
 
 
                                                           
27
 Lis Sutina, Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 &   
UU RI No. 35/2014 (Jakarta Selatan: Tim Visi Yustisia, 2016), h. 11. 
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2. Undang – Undang RI Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Prokol Opsional Konvensi Hak – Hak Anak Mengenai Penjualan 
Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.  
Untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya mencegah, 
memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi 
anak, dan pornografi anak, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani 
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of 
Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konveksi 
hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) 
pada tanggal 24 September 2001. Penandatanganan tersebut merupakan salah satu 
komitmen bangsa indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk 
mengimplementasikan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang 
Hak-Hak Anak ) sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
yang diterima pada tanggal 20 November 1989. 
Adapun Pokok-Pokok isi Protokol Opsional yaitu : 
a. Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agar tidak menjadi korban 
dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. 
b. Protokol ini mengatur mengenai upaya-upaya mencegah, memberantas, 
dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan 
pornografi anak, baik di dalam negeri maupun antar negara. 
c. Kewajiban negara-negara pihak yaitu melarang penjualan anak, prostitusi 
anak, dan pornografi anak.
28
 
 
                                                           
28
  Lis Sutina, Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & 
UU RI No. 35/2014, h. 75. 
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3. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan 
Pidana Anak. 
 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak merupakan pengganti dari 
Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan 
Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin 
perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 
UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum 
dalam masyarakat dan belum secara komprenshif memberikan perlindungan 
khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.  
Adapun substansi yang diatur dala UU Sistem Peradilan Pidana Anak 
anatar lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat 
ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusu Anak (LPKA). Substansi yang paling 
mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai 
Keadilan Restroatif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan 
menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat 
kembali ke dalam lingkingan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang 
disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Adapun hal-hal penting yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana 
Anak yaitu : 
a. Defenisi Anak di Bawah Umur 
b. Penjatuhan Sanksi 
c. Hak-Hak Anak 
d. Penahanan 
e. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Sanksi atau Anak Korban 
f. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum 
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g. Lembaga Permasyarakatan29 
4. Konvensi Hak – Hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa – bangsa pada Tanggal 20 November 1989.30 
 Sampai saat ini pelanggaran terhadap hak-hak anak bukan hanya terjadi di 
negara yang sedang terjadi konflik bersenjata, tapi juga terjadi di negara-negara 
berkembang bahkan negara-negara maju. Permasalahan sosial dan masalah anak 
sebagi akibat dari dinamika pembangunan ekonomi diantaranya anak jalanan 
(street children), pekerja anak (child labour), perdagangan anak (child 
trafficking),dan prostitusi anak (child prostitution.  
Berdasarkan hal tersebut PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak 
(Convention on The Rights of The Child) untuk memberikan perlindungan 
terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak diseluruh dunia pada tangga 20 
November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 
September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, 
kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak 
Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. 
Dalam Konvensi Hak-Hak Anak ini terdiri dari 54 pasal yang terbagi 
dalam 4 bagian yaitu: 
a. Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-Hak Anak. 
b. Bagian Satu (Pasal 1-41), yang mengatur Hak-Hak Anak. 
c. Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan 
pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak. 
                                                           
29 Lis Sutina, Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & 
UU RI No. 35/2014, h. 111. 
30
 Lis Sutina, Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & 
UU RI No. 35/2014, h. 87. 
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d. Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur masalah pemberlakuan 
Konvensi.
31
 
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2011 tentang 
Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang 
Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.  
Dalam pelaksanaan ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 44 
tahun 2008 tentang Pornografi dan mengingat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 
dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi. Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan Undang-
Undang No. 40 tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan, 
Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku 
Pornografi.  
Yang mana dalam Undang-Undang ini terdiri dari 45 pasal yang terbagi 
dalam 7 bab yaitu : 
a. Bab 1 (pasal 1-11) Ketentuan Umum. 
b. Bab 2 (pasal 12-17) mengatur tentang Pembinaan terhadap Anak Yang 
Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. 
c. Bab 3 (pasal 18-23) mengatur tentang Pendampingan terhadap Anak 
Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. 
d. Bab 4 (pasal 24-39) mengatur tentang Pemulihan terhadap AnakYang 
Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. 
e. Bab 5 (pasal 40-44) mengatur tentang Pengawasan terhadap 
AnakYang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. 
f. Bab 6 (pasal 45) Ketentuan Penutup.32 
                                                           
31
 Lis Sutina, Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & 
UU RI No. 35/2014, h. 87. 
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6. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan  dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam 
Konflik Sosial. 
Setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas 
hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman tekanan, serta mendapat 
kemudahan, perlakuan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
keadilan dan kesejahteraan hidup. Terjadinya konflik sosial, perempuan dan anak 
cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan 
seksual, serta belum optimal dalam memperoleh perlindungan dan pemberdayaan. 
Dalam hal ini Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial mengamanatkan pemerintah, pemerintah daerah untuk melakukan 
penyelamatan, perlindungan, rehabilitasi dan pemenuhan dasar dan spesifik 
terhadap perempuan dan anak dalam penanganan konflik sosial. 
Berdasarkan pertimbangan diatas pemerintah menetapkan peraturan 
presiden dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 
2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam 
Konflik Sosial. 
Dalam Undang-Undang ini terdiri dari 29 pasal yang terbagi dari 7 bab 
yaitu : 
a. Bab 1 (pasal 1-3) Ketentuan Umum 
b. Bab 2 (pasal 4-11) mengatur tentang Perlindungan oleh Pemerintah 
atau Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Dan 
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial oleh 
Pemerintah atau Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait 
                                                                                                                                                                
32 Lis Sutina, Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & 
UU RI No. 35/2014, h. 205. 
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c. Bab 3 (pasal 12-17) mengatur tentang Pemberdayaan oleh 
Kementerian atau Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya dalam memberdayakan Perempuan dan Anak 
Dalam Konflik Sosial. 
d. Bab 4 (pasal 18-24) mengatur tentang Pelaksanaan Dan Kordinasi 
e. Bab 5 (pasal 25-27) mengatur tentang Peran Serta Masyarakat dalam 
Perlindungan Dan Pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak. 
f. Bab 6 (pasal 28) Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan 
Perlindungan Dan Pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak 
Dalam Konflik Sosial. 
g. Bab 7 (pasal 29) Ketentuan Penutup.33 
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Penegemis, dan 
Pengamen di Kota Makassar. 
 Dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, ketertiban dan 
kemanfaatan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 maka dipandang perludilakukan pembinaan terhadap anak 
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mereka dapat menjadi warga 
Kota Makassar yang lebih bermartabat, mengingat keberadaan anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen cenderung membahayakan dirinya sendiri 
dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan 
mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera 
dilakukan penanganan secara konfrenshif, terpadu dan berkesinambungan. 
Pengaturan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 
pengamen dipandang perlu membentuk Peraturan daerah maka dari itu 
berdasarkan pertimbangan sebagimana yang dimaksud di atas. Maka dalam hal ini 
Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang 
                                                           
33 Lis Sutina, Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & 
UU RI No. 35/2014, h. 241. 
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Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota 
Makassar.  
Dalam Peraturan  ini terdiri dari 60 pasal yang terbagi dari 8 bab yaitu : 
a. Bab 1 (pasal 1) Ketentuan Umum. 
b. Bab 2 (pasal 2-5) mengatur tentang Asas, Tujuan Dan Sasaran 
Pembinaan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, 
Pengamen. 
c. Bab 3 (pasal 6-42) mengatur tentang Pembinaan Anak jalanan, 
Gelandangan, Penegemis dan Pengamen. 
d. Bab 4 (pasal 43-45) mengatur tentang Hak dan Kewajiban baik 
terhadap Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen 
maupun pengguna jalan. 
e. Bab 5 (pasal 46-50) mengatur tentang Larangan terhadap Anak 
jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen serta Larangan 
terhadap siapapun dalam mengesploitasi Anak jalanan, Gelandangan, 
Pengemis dan Pengamen. 
f. Bab 6 (pasal 51-58) mengatur tentang sanksi terhadap Anak jalanan, 
Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, Pengguna Jalan, serta orang 
yang melakukan eksploitasi terhadap Anak jalanan, Gelandangan, 
Pengemis dan Pengamen. 
g. Bab 7 (pasal 59) mengatur tentang Ketentuan Penyidikan. 
h. Bab 8 (pasal 60) Ketentuan Penutup.34 
 
 
 
                                                           
34 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008   
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian laporan (Field Research) yang 
dialaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang 
dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi pustaka yang 
bersumber dari buku -buku, analisa terhadap dokumen atau data-data anak yang 
menjad i korban eksploitasi oleh orang tua di Kantor Dinas Sosial yang berada di 
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan berita-berita yang bersumber dari 
media elektronik yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi anak yang dilakukan 
oleh orang tua.  
2. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasih yang dibutuhkan dalam 
penyususnan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan di dinas Sosial  Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Rumah Perlindungan Sosial Anak Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian studi 
kasus dan survey yang pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang 
individu atau kelompok yang mengalami kasus tertentu. Dalam penyusunan 
skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan yaitu : 
a.  Pendekatan Sosiologis : Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa 
dan memahami gejala sosial yang ada di masyarakat yang 
mengakibatkan terjadinya tindakan eksploitasi anak, sehingga dengan 
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b. adanya pendekatan ini diharapkan adanya solusi yang tepat untuk 
mengatasi terjadinya tindakan eksploitasi anak jalana oleh orang tua di 
kota makassar. 
c. Pendekatan Yuridis : model pendekatan ini caranya dengan mendekati 
maslaah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan 
perundang – undangan yang berlaku di Indonesia khusunya mengenai 
perlindungan anak. 
Karena penggunaan kedua pendekatan tersebut, maka penelitian sosiologis 
– yuridis membutuhkan data sekunder dan data primer : 
1. Data Primer merupakan bahan yang diperoleh dari study kepustakaan 
dengan cara membaca, mencari, mengkaji bahan – bahan hukum yang 
berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Meliputi Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang 
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, buku – buku yang 
menjelaskan tentang Hukum Perlindungan Anak. 
2. Data Sekunder antara lain berupa wawancara langsung dengan pihak – 
pihak yang terkait. 
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan 
data yang akan diguanakan dakam penelitian ini adalah : 
1. Penelitian Lapangan (field research) 
a. Wawancara (interview) sehubungan dengan kelengkapan data yang 
dikumpulakn maka penulis melakukan wawancara dengan pihak – 
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pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul 
penulis. 
b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek 
penelitian terhadap tindakan eksploitasi anak jalanan oleh orang tua di 
instansi terkait. 
2. Penelitian Pustaka (library research) penelitian pustaka dilaksanakan 
untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
 
D. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data 
penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah 
wawancara, dokumentasi, dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan 
menggali data dari sumber – sumber informasi. 
 
E. Teknik Pengolahan Analisis Data 
Keseluruhan data nantinya diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder diolah, lalu di analisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan 
yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kota Makassar 
Kota Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung 
Pandang adalah Ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota 
metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. 
Makassar terletak dipesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan 
Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah 
utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. 
Dari aspek pembangunan dan infrastrukur, kota Makassar tergolong salah 
satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu kota terbesar di luar pulau jawa setelah 
kota Medan. Dengan memilki wilayah seluas 199,26 km2  dan jumlah penduduk 
lebih dari 1,6 juta jiwa, kota ini berada diurutan kelima berpenduduk terbesar di 
Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Secara demografis, kota ini 
tergolong multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang 
menetap di dalamnya, di anataranya yang signifikan jumlahnya adalah Bugis, 
Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar yang 
umum dijumpai di pelosok kota adalah Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, 
Bassang, Kue Tori, Pallubutung, Pisang Ijo, Sop Suadara, dan Sop Konro.
1
 
2. Gambaran Umum Kantor Dinas Sosial Kota Makassar 
Dinas Sosial Kota Makasar yang sebelumnya adalah kantor Departemen 
Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 
1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya 
                                                           
1 https://id.m.wikipedia.org./wiki/Kota_Makassar  (2 Juli 2017) 
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sebagimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden 
No. 49 Tahun 1983.  
Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi 
Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi 
kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial No. 16 Tahun 
1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di provinsi 
maupun di kabupaten/Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota 
Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan dan 
pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota 
Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000. 
Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50 
Makassar,  Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo Kota Makassar 
berada pada tanah seluas 499m2, dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan 
berbatasan dengan : 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota 
Makassar. 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat. 
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru. 
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat.2 
Adapun fungsi dan peran dari dinas sosial dapat dilihat dalam pasal 5 
Peraturan Daerah No. 22 tahun 2005 yaitu : 
1. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang usaha 
kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan 
kesejahteraan sosial dan bimbingan organisasi soial. 
2. Penyusunan rencana dan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, 
rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, dan 
bimbingan organisasi sosial. 
                                                           
2 Sumber Dinas Sosial Kota Makassar (Wawancara 7 Maret 2017). 
49 
 
 
 
3. Pelaksana pengendalian dan pengamanan teknik oprasional di bidang 
usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan 
kesejahteraan sosial dan bimbingan organisasi sosial. 
4. Pengolaan urusan ketatausahaan, pelaksanaan kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan, urusan umum dan rumah tangga serta mengkordinasikan 
perumusan program kerja. 
5. Pembinaan unit pelaksana teknis.3 
Berikut data PMKS 
Hasil Patroli Anak Jalanan, Gepeng, Pengamen, Psikotik, WTS dan Waria 
Yang Terjaring Selama Januari 2014 – 21 Maret 2017 
 
No Klasifikasi PMKS 
Jenis Kelamin 
Total 
L P 
1 Anjal  629 213 842 
2 Gepeng 367 228 595 
3 Pengamen  259 40 299 
4 WTS - 201 201 
5 Waria 43 - 43 
6 Obat-Obatan  167 24 191 
7 Psikotik  432 102 534 
Jumlah 1897 808 2705 
Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar 
 
3. Profil Informan 
1. Haidar Hamzah S. Spt 
 
Haidar Hamzah salah satu informan yang bekerja di Kantor Dinas Sosial 
saat ini beliau menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang bagian Rehabilitasi 
Sosial ( Rehsos). 
                                                           
3 Pasal 5 Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2005. 
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2. AW (Tukang Parkir) 
AW adalah seorang anak yang bekerja sebagai tukang parkir. AW adalah 
anak pertama dari tiga bersaudara.Ia tinggal dengan ibu dan ayahnya. Setiap  
harinya AW bekerja mulai pukul 09.00 pagi hingga pukul 22.00 malam. 
Penghasilan yang ia peroleh rata-rata Rp50.000 perhari. Ia sempat menuntut 
ilmu hingga kelas 5 SD di SD Negeri Parang Tambung 1. 
3. FK (Pemulung) 
FK adalah pemulung yang mengkais rejeki di daerah dg Tata dan 
Mallengkeri sejak dua tahun yang lalu FK duduk di kelas 3 SD FK adalah anak 
pertama dari tiga bersaudara ia tinggal bersama ibunya sedangkan ayahnya 
bekerja diluar daerah. Penghasilan yang diperoleh rata-rata Rp15.000 – Rp20.000 
perhari. 
4. AL (Pedangan Manisan) 
AL adalah anak ke-empat dari enam bersaudara ia berprofesi sebagai 
pedagang manisan di daerah Pantai Losari AL mulai bekerja setelah pulang 
sekolah saat ini ia duduk di kelas 5 SD. Al tinggal bersama ibu dan ayahnya, 
ibunya seorang ibu rumah tangga sedangakn ayahnya menjadi pedagang sticker di 
pinggir jalan. 
5. EK (Pengemis) 
EK adalah anak jalanan yang berprofesi sebagai pengemis yang berumur 5 
tahun ia tinggal di daerah Barombong Kabupaten Gowa, ibunya EK memiliki 
profesi yang sama dengannya sedangkan ayahnya seorang pengangguran. EK 
merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. 
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6. PD ( Pengemis ) 
 PD adalah anak berumur 10 tahun yang mengkais rejeki di jalan 
Pengayoman sebagi pengemis, PD berhenti bersekolah karena tidak memiliki 
biaya. Ayahnya berprofesi sebagai kuli bangunan dan ibunya seorang ibu rumah 
tangga PD tinggal di derah Karunrung bersama dengan orang tua dan saudaranya. 
7. AB ( Pedagang Tisue) 
AB adalah pedagang tisue di daerah Adyaksa ia berdagang sepulang 
sekolah bersama dengan teman-temannya AB merupakan anak ke 3 dari 6 
bersaudara ibunya bekerja sebagai tukang parkir di salah satu pertokan di kota 
Makassar dan ayahnya seorang pengangguran AB tinggal bersama kedua orang 
tuanya dan ke 5 saudaranya. 
8. LL (Ibu AB) 
Seorang ibu yang berusia 47 tahun berprofesi sebagai tukang parkir di 
salas satu pertokoan di derah kota Makassar pendidikan terkahirnya adalah SD 
B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindakan Eksploitasi 
Anak Jalanan Oleh Orang Tua di Kota Makassar 
Beberapa tempat di kota Makassar yang marak dengan anak jalanan 
diantaranya yaitu di kawasan Flay Over dan Pengayoman, anak jalanan di 
kawasan ini kebanyakan berprofesi sebagai pedangan asongan, pengemis, dan 
tidak sedikit juga berprofesi sebagai preman. 
Menurut data dari Dinas Sosial Kota Makassar di Tahun 2016 hingga 21 
Maret 2017 tercatat ada sebanyak 476 anak jalanan yang telah tersebar di berbagai 
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daerah di Kota Makassar rata-rata berusia 9-13 tahun mereka rata-rata berasal dari 
keluarga miskin.
4
 
1. Faktor Ekonomi 
Faktor Ekonomi adalah salah satu faktor penyebab eksploitasi anak 
jalanan. Berdasarkan penuturan informan penelitian yang berjumlah 8 orang, 
dapat disimpulkan bahwa mayoritas anak jalanan dieksploitasi karena desakan 
orang tua, alasannya adalah himpitan ekonomi yang terus membelenggu sehingga 
anak jalanan dipaksa membantu orang tua untuk mencukupinya kebutuhan 
keuangan keluarga. Seperti yang dikutip pada wawancara dengan informan AW 
“Na suruh ka mamaku pergi jadi tukang parkir karena tidak adami uangnna, 
baru nabilang kalau tidak pergika cari uang ini na pukul ka ini kemarin napukul 
ki telinga ku” (sambil memperlihatkan bekas luka yang ada pada telinga bagian 
kanan).
5
 
Menurut pengakuan AW, ia bekerja sebagai tukang parkir karena disuruh 
oleh ibunya. Ibunya mengancam kepada AW bahwa jika ia tidak mencari uang 
ibunya akan memukulinya sebab ibunya hanya bergantung kepada AW disamping 
itu AW juga masi memiliki adik yang masi kecil sedangkan ayahnya hanya 
menghabiskan waktunya untuk meminum minuman keras. 
a. Penganggguran 
Pengangguran   merupakan salah satu faktor penyebab yang menjadi orang 
tua mengesploitasi anaknya, yang mana orang tua memiliki kewajiban bekerja 
untuk menafkahi anak tapi justru tidak bekerja. Inilah yang menyebabkan anak 
harus turun tangan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal jika 
                                                           
4 Data Dinas Sosial Kota Makassar 
 
5
 AW, Tukang Parkir Daerah Dg Tata, Wawancara oleh Penulis di Makassar, 14 April 
2017.  
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dibandingkan dengan kemampuan anak dan orangtuanya dalam bekerja orang tua 
tentu akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak ketimbang anaknya 
dikarenakan faktor kesempatan dan tenaga yang dimiliki. Faktor pengangguran ini 
ditegaskan dalam kutipan wawancara dengan informan FK. 
“kalau mda pergika cari uang apa mau na makan mamaku sama adeku mda ada 
juga nanti ku pake belanja di sekolah karna bapakku juga tidak kerjaki mamaku 
tinggal ji di rumah jagai adek-adekku”.6 
Sedikitnya lapangan kerja menjadi salah satu faktor utama terjadinya 
pengangguran kalau pun ada pekerjaan tersebut memerlukan keterampilan yang 
khusus yang mana biasanya orang tua anak jalanan tidak memilikinya ini 
disebabkan orang tua anak jalanan rata-rata memiliki pendidikan yang rendah, 
pendidikan yang paling tinggi hanya duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama 
sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Akhirnya anaklah yang 
menjadi korban yakni turut dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga 
keluarganya.  
b. Rendahnya Pendapatan Orang Tua 
Banyak anak berarti banyak kebutuhan yang  harus dipenuhi, dalam hal ini 
orang tua anak jalanan yang mendapatkan pendapatan yang rendah menjadi salah 
satu faktor anak turun ke jalan untuk mengkais rejeki kebanyakan orang tua anak 
jalanan memaksa anak mereka bekerja untuk memberikan pemasukan tambahan 
bagi keluarga tanpa adanya rasa khawatir serta resiko yang kapan saja dapat 
menimpa anak-anak mereka ketika berada di jalanan, namun itu semua tidak 
terlepas untuk mencukupi biaya dalam keluarga. Seperti yang dikutip pada 
wawancara informan PD. 
                                                           
6 FK, Pemulung Daerah Mallengkeri, Wawancara oleh Penulis di Makassar, 15 April 
2017. 
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“pergika mengemis karena tidak cukupki uang beli berasna mamaku, karena 
lamapi biasa baru gajianngi bapakku itu lagi biasa langsung ji habis na pake 
bayar utang sama orang”.7 
Tidak adanya manajemen keuangan yang baik dalam keluarga  anak 
jalanan juga adalah masalah besar karena kondisi keuangan keluarga anak jalanan 
tidak akan mengalami kemajuan serta anak jalanan akan selalu menjadi kambing 
hitam jika keuangan dalam keluarganya tetap menipis. 
2. Faktor Lingkungan 
Keadaan di lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendorong 
terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak. Secara umum  bahwa anak jalanan 
ini tinggal di lingkungan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya tidak 
beraturan. Masyarakat yang tidak beraturan ini memberikan pengaruh yang tidak 
baik bagi mereka yang tinggal di kawasan tersebut. Biasanya anak jalanan tinggal 
disuatu kawasan yang sama. Ketika ada suatu keluarga lapisan bawah yang masuk 
kedalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh 
dengan lingkungan disekitar tempat tinggal mereka. Seperti yang dikutip pada 
wawancara dengan informan LL 
“Mda pernahji saya suruh anakku pergi kerja kodong dia tongji yang mau 
apalagi teman-teman seumurannya juga kerja semuami sekalian mi juga toh dia 
bantu-bantu ka”.8 
Selain alasan karena faktor ekonomi, alasan ikut-ikutan dengan temannya 
ini pulalah yang merupakan faktor yang  paling dominan bagi orang tua untuk 
menyuruh anak-anak mereka mencari nafkah di jalanan. 
                                                           
7  PD, Pengemis di Daerah Pantai Losari, Wawancara oleh Penulis di Kota Makassar, 23 
April 2017. 
 
8
  LL, Tukang Parkir di Daerah Adyaksa Baru , Wawancara oleh Penulis di Kota 
Makassar, 14 April 2017. 
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Para orang tua yang terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya ini 
beranggapan tidak ada salahnya jika mereka mencari uang di jalanan. Ditambah 
lagi si anak juga tidak keberatan melakukan hal ini. Anak jalanan ini juga telah 
terpengaruh oleh lingkungan disekitar mereka. Sesuai dengan teori sosialisasi, 
bahwa media sosialisasi yang paling berpengaruh setelah keluarga adalah 
lingkungan masyarakat dimana mereka berada. 
3. Faktor Budaya   
a. Persepsi Orang Tua terhadap Nilai Anak 
Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi orang tua. Anak menjadi 
investasi bagi keluarga terutama masalah ekonomi. Bagi orang tua memiliki anak 
berarti memiliki masa depan yang dapat lebih baik. Persepsi tentang nilai anak 
bervariasi pada setiap orangtua. Begitu pula dengan perlakuan orang tua terhadap 
adanya persepsi tersebut.  
Sama halnya dengan orang tua yang lain. Orang tua anak jalanan juga 
demikian. Mereka menganggap anak adalah investasi yang baik dan bernilai 
ekonomi yang tinggi dalam keluarga. Anak memiliki potensi yang dapat 
membantu perekonomian keluarga. Baik itu sebatas membantu pekerjaan rumah 
tangga maupun bekerja di luar rumah dan menghasilkan uang . 
Persepsi  orang tua  tersebut kebanyakan disalahartikan oleh orang tua 
sehingga banyak orang tua secara sewenang-wenang mempekerjakan anak mereka 
meski sudah melewati batas kewajaran seperti memaksa anak mereka bekerja, dan 
akan melakukan tindak kekerasan fisik dan mental jika mereka tidak bekerja. 
Pada kasus anak jalanan di Kota Makassar ditemukan kasus orang tua 
yang mempekerjakan anak jalanan sudah melewati batas kewajaran. Kebanyakan 
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orang tua anak jalanan memaksa anak mereka bekerja untuk memberikan 
pemasukan tambahan bagi keluarga.  
b. Penanaman Etos Kerja Sejak Dini terhadap Anak 
 Pada dasarnya penanaman etos kerja sejak dini kepada anak-anak adalah 
hal yang positif bagi anak. Pada kasus eksploitasi anak jalanan di Makassar ini 
anak jalanan dididik untuk belajar mencari uang namun dalam perkembangannya 
orang tua sering kali mengabaikan batas-batas kemampuan kerja seorang anak. 
Anak-anak jalanan di Kota Makassar bekerja dari pukul 12.00 hingga 22.00 tentu 
adalah diluar batas kewajaran dan sudah tidak merujuk pada tujuan pendidikan 
bekerja pada anak. Anak jalanan mengalami banyak ancaman ditempat mereka 
bekerja.  
Resiko pekerjaaan seperti terbatasnya waktu belajar, kesehatan yang 
memburuk,  pergaulan bebas  serta ancaman yang dapat membahayakan 
keselamatan anak adalah hal yang tidak sesuai dengan kaidah mendidik untuk 
disiplin bekerja. Bekerja tidak selalu harus dilakukan diluar rumah, sebenarnya 
seorang anak yang membantu orang tuanya di rumah sudah dapat dikatakan 
mendidik anak untuk disiplin untuk bekerja. Meskipun, tidak menghasilkan uang , 
resiko bekerja di rumah lebih sedikit ketimbang bekerja di luar rumah. 
4. Faktor Pendidikan 
a. Rendahnya Pendidikan Orang tua 
Pendidikan orang tua yang rendah mengakibatkan kurangnya pemahaman 
mereka terhadap arti pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Orang tua anak 
jalanan notabene adalah juga dulu bernasib sama dengan anak mereka sekarang. 
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Ketidakpahaman mereka tentang arti pendidikan inilah yang menyebabkan orang 
tua anak jalanan mengeksploitasi anak mereka. Bentuk eksploitasi anak jalanan di 
Kota Makassar bervariasi. Mulai dari yang hanya sekedar menyuruh bekerja 
namun membebaskan untuk belajar sambil bekerja dan tidak memasang target 
penghasilan bekerja setiap hari, ada juga yang memasang target penghasilan setiap 
hari dan bahkan jika target tidak terpenuhi anak jalanan harus menerima perlakuan 
kasar seperti makian, kata-kata kotor, bahkan sampai pada kontak fisik. 
Rendahnya pendidikan orang tua ini, juga menyebakan anak jalanan harus 
merelakan waktu merelakan terbengkalainya pendidikan anak jalanan. Orang tua 
tidak sadar akan pentingnya pendidikan bagi masa depan seorang anak  dan hanya 
menyuruh anak jalanan bekerja karena pemahaman mereka sekolah hanya 
menghabiskan uang dan waktu saja padahal uang untuk makan pun sangat susah. 
Orang tua tidak sadar jika pendidikan anak mereka lebih baik hal itu dapat 
membantu meningkatkan taraf hidup keluarga mereka kelak.  
Pemikiran orang tua anak jalanan yang dapat bekerja itu saja sudah cukup 
karena pengalaman mereka yang tidak berpendidikan pun masih bias bertahan 
hidup dengan keterampilan mereka bekerja. Pada kasus anak jalanan di Kota 
Makassar ini, terlihat dari rendahnya pendidikan orang tua anak jalanan. Dari 
penuturan anak jalanan dan orang tua anak jalanan sendiri , orang tua anak jalanan 
rata-rata hanya tamatan SD. 
b. Orang Tua Tidak Mengetahui dan Memahami Peraturan Mengenai 
Eksploitasi Anak 
 Di Indonesia sudah banyak hukum yang mengatur masalah anak juga 
eksploitasi anak. Mulai dari Konvensi Hak Anak hingga undang-undang tentang 
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Perlindungan Anak. Namun, peraturan tersebut tidak serta merta diketahui dan 
dipahami oleh para orang tua yang melakukan eksploitasi anak. Meskipun mereka 
mengerti aplikasi hukum dan sangsi yang akan menjerat orang tua anak jalanan 
tersebut, lemahnya kekuatan hukum terhadap pelaku eksploitasi membuat orang 
tua tidak jera melakukan kesalahan yang sama tersebut. 
 Orang tua beranggapan bahwa percuma saja menuruti peraturan 
pemerintah, padahal pemerintah sendiri tidak mempedulikan mereka. Orang tua 
anak jalanan juga beranggapan bahwa masalah yang berurusan dengan anak 
mereka adalah masalah domestik keluarga mereka tidak perlu dicampuri oleh 
Negara.  
Masalah orang tua yang tidak mengetahui dan memahami undang-undang 
mengenai eksploitasi anak-anak adalah akibat dari rendahnya pendidikan orang 
tua, sehingga masalah yang urgen dalam hal ini yang harusnya cepat diselesaikan 
adalah masalah pendidikan. 
C. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Eksploitasi Anak Oleh 
Orang Tua di Kota Makassar 
Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa 
tujuan dibentuknya pemerintah Negara Republik Indonesia adalah memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasrkan kemerdekaan, perdamaian abadidan keadilan 
sosial. Selain itu, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa “fakir miskin dan 
anak-anak terlantar, dipelihara oleh Negara”.9 
Oleh karena itu, Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan 
bertanggung jawab di bidang pembinaan anak jalanan yang sebagaiaman 
diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan anak 
Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. 
Masalah anak jalanan dan eksploitasi anak merupakan masalah yang serius 
yang harus diselesaikan, pasalnya jika terus dibiarkan begitu saja, maka akan 
pudarnya calon-calon yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa yang 
baik. Generasi yang seharusnya meneruskan masa depan dan cita-cita bangsa akan 
hilang begitu saja.  
Umunya, eksploitasi anak dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Oleh 
karena itu, perlua adanya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak 
dalam kehidupan masyarakat. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan 
perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan 
anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 
kemasyarakat, organisasi social, dunia usaha, media massa, atau lembaga 
pendidikan. 
Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Haidar 
Hamzah selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Resos) yang memngemukakan 
beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi masalah eksploitasi anak jalanan 
yakni : 
 
                                                           
9  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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a. Pembuatan Perda No 2 Tahun 2008 
“Salah satu Upaya pemerintah yaitu membuat Perda, upaya-upaya ini sudah 
sejak lama kita lakukan yaitu pembuatan perda no 2 tahun 2008, disitu juga 
diatur tentang masalah eksploitasi terhadap anak  karena ini,  eksloitasi anak 
kadang dan kebanyakan dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri yg mana 
memaksa anaknya untuk melakukan kegiatan  mengemis di jalan, yang mana 
kita ketahui bahwa kegiatan mengemis itu membahayakan hidup dari anak  
itu sendiri, sebab kita maunya anak ini tidak menggantungankan hidupnya 
atau tidak sebagian waktunya berada di jalanan Kita maunya status sosial 
bisa bertumbuh secara wajar yang  mana mereka berhak mendapat 
pendidikan, berhak untuk bermain dengan sesamanya anak-anak dalam hal 
ini bukan bermain di jalan, serta berhak untuk beradaptasi dengan 
lingkungan tempat tinggalnya”.10 
Berdasarkan wawanacara di atas dalam hal ini salah satu upaya pemerintah 
dalam menangani masalah eksploitasi anak jalanan adalah  dengan dibuatnya 
Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 yamg mana dalam pasal 6 ayat (1) ditegaskan 
bahwa “pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat 
untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan 
kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen”.11 
Adapun tujuan dari pembuatan perda ini dalam Peraturan Daerah No. 2 
Tahun 2008 tentang Permbinaan anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan 
Pengamen di Kota Makassar sebagai berikut : 
a. Memberikan perlindungan dan menciptkan ketertiban serta 
ketentraman masyarakat. 
b. Menjunjung tinggi hak-hak asai manusia serta harkat dan martabat 
sebagai warga negara yang harus dihormati, menjaga sifat-sifat 
kekeluargaan melalui upaya musyawarah. 
c. Dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat. 
                                                           
10  Haidar Hamzah, Kepala Bidang Resos Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara oleh 
Penulis di Kota Makassar, 03 Maret 2017. 
 
11  Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008. 
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d. Menciptkan perlakuan yang adil dan proporsioanal dalam mewujudkan 
kehidupan bermasyarakat. 
e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum 
yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan 
damai. 
f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan keserasian antara 
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan 
negara.
12
 
b. Pembinaan Terhadap Orang Tua Anak Jalanan 
Pembinaan orang tua terhadap anak jalanan ini merupakan upaya yang lain 
yang dilakukan oleh pemerintah kegiatan ini dilakukan secara terencana dan 
teroganisir dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada orang tua anak 
jalanan guna untuk mencegah timbulnya pekerja anak di jalanan pembinaan ini di 
lakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya 
dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab 
adanya anak jalanan. Seperti yang dikutip pada wawancara informan bapak 
Khaedar Hamzah. 
“Pemerintah dalam hal ini selalu memberikan pembinaan-pembinaan 
terhadap orang tua dari anak jalanan hasil razia team reksi cepat 
pembinaannya berupa pengarahan-pengarahan kita berusaha menyentuh 
hati daripada orang tua anak jalanan tersebut kalau memang kita anggap 
perlu adanya pendampingan terhadap keluarga anak tersebut maka kita 
akan menurunkan satuan bakti pekerja social atau SAKTIPEKSOS mereka 
akan melakukan penjangkauan lebih dalam untuk mengetahui 
permasalahn yang sebenarnya, serta mengamati  bagaiaman mereka 
dalam kehidupan rumah tangganya serta bagaimana mereka beradaptasi 
dengan lingkungan tersebut lewat itulah pendekatan-pendekatan itulah 
maka di harapkan dapat menyentuh hati dari orang tua anak jalanan 
tersebut supaya mereka bisa atau dapat memberikan ha
13
k-hak bagi 
                                                           
12 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008. 
 
13 Haidar Hamzah, Kepala Bidang Resos Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara oleh 
Penulis di Kota Makassar, 03 Maret 2017. 
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anaknya jadi lewat itu kita harapkan tidak ada lagi anak yang turun di 
jalan untuk mengkais rejeki”. 
c. Pemberian Jaminan Sosial 
Selain dari pembuatan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 dan Pembinaan 
Terhadap Anak Jalanan, juga upaya lain pemerintah adalah Pemberian Jaminan 
Sosial bagi keluarga anak jalanan berupa sembako serta pelatihan-pelatihan bagi 
orang tua anak jalanan. Seperti yang dikutip pada wawancara informan. 
“Selain dari itu upaya yang kita lakukan juga dengan cara memberikan jaminan-
jaminan sosial dalam hal ini seperti sembako-sembako dan juga peltaihan-
pelatihan dalam hal ini istilahnya orang tua anak jalanan diharapkan bisa 
mandiri contonya bantuan KUB Kelompok Usaha Bersama dimana diharapakan 
dapat mengangkat harkat dari orang tua juga dapat berdiri sendiri tidak lagi 
menggantungkan dirinya pada anaknya sendiri”.14 
Dengan adanya beberapa upaya yang diberikan oleh pemerintah 
diharapkan kepada orang tua anak jalanan tidak lagi menjadikan anaknya sebagai 
alat untuk memebantu mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam hidup mereka.   
 Serta diharapkan orang tua agar senantiasa berusaha menjaga anak dan mendidik 
anak agar tidak terlibat aktifitas di jalan sehingga menyebabkan anak menjadi 
gelandangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
14
 Haidar Hamzah, Kepala Bidang Resos Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara oleh 
Penulis di Kota Makassar, 03 Maret 2017. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Faktor penyebab eksploitasi anak di jalanan adalah kemiskinan, 
pengangguran, rendahnya pendapatan orang tua,  persepsi orang tua yang 
salah mengenai nilai anak, penanaman etos kerja pada usia dini, rendahnya 
pendidikan orang tua, orang tua tidak mengetahui dan memahami peraturan 
mengenai eksploitasi anak dan faktor yang berasal dari dalam diri anak 
jalanan sendiri yang terkadang mengundang orang lain untuk melakukan 
eksploitasi.  
2. Upaya pemerintah dalam menangani masalah eksploitasi anak jalan oleh 
orang tua di kota Makassar adalah di buatnya Peraturan Daerah Kota 
Mkassar No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak jalanan, 
Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Kota Makassar yang ke dua adalah 
adanya pembinaan bagi orang tua anak jalanan, dan yang ketiga pemberian 
jaminan sosial oleh pemerintah melalui dinas sosial  
B. Implikasi  
Ada beberapa hal yang dapat menjadi catatan kita bersama guna meminimalisir 
kemungkinan terjadinya tindakan serupa pada masa yang akan datang, mengingat 
apa yang tertulis pada pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang berbunyi: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, 
dan orangtua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. 
Oleh karena itu, ada beberapa saran dapat di jadikan acuan bagi kita semua antara 
lain : 
1. Keluarga  
Lebih memahami dan mengerti bahwa anak bukanlah milik pribadi karena 
pada dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga 
memiliki hak sebagaimana individu lainnya, sehingga anak tidak dapat 
dijadikan  sebagai sumber penghasilan dan 
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Lebih berhati-hati dan memberikan perhatian serta menjaga anak-anak dari 
kemungkinan- kemungkinan yang dapat terjadi. 
2. Masyarakat  
Lebih peka dan tidak menutup mata terhadap keadaan sekitar sehingga 
apabila melihat anak-anak yang menjadi korban eksploitasi  terhadap anak 
di lingkungan sekitar dapat segera melaporkan pada pihak yang berwajib. 
3. Negara  
Menyelesaikan dengan segera konflik-konflik sosial yang berkepanjangan 
diberbagai daerah, mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke 
bangku sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa. Serta memberikan 
pendidikan nonformal dan mengadakan keterampilan bagi anak, 
pembiayaan atau penanggulangan pekerja anak bisa dilakukan oleh 
masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak. 
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